
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.801, 2023 BIG. Penyelenggaraan Nama Rupabumi.  
 

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2023 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI 
 

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 27, dan 

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021  tentang 
Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi; 
 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614); 

2. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang 
Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 212); 

  3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi 

Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 827);  

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah 

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, 

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan 
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas 

permukaan bumi. 
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG 
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adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan 
sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, 
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan 
yang berhubungan dengan ruang kebumian. 

3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut 
Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang 
membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang 
penyelenggaraan informasi geospasial dasar. 

4. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang 
dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami 
maupun Unsur Buatan. 

5. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang 
terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi 
dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, 
atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di 
wilayah darat, pesisir, maupun laut. 

6. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada 
Unsur Rupabumi. 

7. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk 
secara alami tanpa campur tangan manusia. 

8. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk   
pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama 
Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan 
Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter 
Republik Indonesia. 

9. Sistem Informasi Nama Rupabumi yang selanjutnya 
disingkat SINAR adalah aplikasi berbasis web yang 
digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama 
Rupabumi yang dikelola oleh Badan. 

10. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi 
Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah 
administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

11. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok 
masyarakat pendidik/akademisi, organisasi 
profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, 
lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Nama 
Rupabumi. 

12. Elemen Generik adalah kata pada Nama Rupabumi yang 
menerangkan dan/atau menggambarkan jenis Unsur 
Rupabumi. 

13. Elemen Spesifik adalah kata pada Nama Rupabumi yang 
menerangkan dan/atau menggambarkan identitas diri 
dari Unsur Rupabumi sebagai pembeda dari jenis Unsur 
Rupabumi yang serupa. 

14. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi adalah teknik 
penulisan Nama Rupabumi sesuai dengan pedoman 
penggunaan bahasa Indonesia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan/atau bahasa 
daerah. 

15. Kaidah Spasial adalah aturan yang berhubungan dengan 
elemen lokasi dan posisi, termasuk aspek logis dan 
geometris dari unsur yang ditelaah. 

16. Peta Dasar adalah peta yang menampilkan informasi 
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geospasial berupa permukaan bumi termasuk objek yang 
ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama 

yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan 

penyajian informasi geospasial tematik.  
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
19. Penyelenggara Nama Rupabumi adalah Badan, 

kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan 
kewenangannya. 

20. Pengumpul Nama Rupabumi adalah Penyelenggara Nama 

Rupabumi termasuk Pihak Lain yang mengumpulkan 
Nama Rupabumi. 

 

Pasal 2 
(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus mengacu pada 

Peraturan Badan ini. 

(2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup Nama Rupabumi di wilayah darat, pantai, dan 

laut. 

 

Pasal 3 
Nama Rupabumi harus memuat Elemen Generik dan Elemen 

Spesifik. 

 
BAB II 

KAIDAH NAMA RUPABUMI 

 
Pasal 4 

Kaidah Nama Rupabumi terdiri atas: 

a. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi; dan 
b. Kaidah Spasial. 

    

Pasal 5 

(1) Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:  

a. huruf pertama pada Elemen Generik dan Elemen 

Spesifik ditulis dengan menggunakan huruf kapital; 
b. penulisan Elemen Generik ditempatkan sebelum 

penulisan Elemen Spesifik; 

c. jika Elemen Generik terdiri atas lebih dari satu kata, 
Elemen Generik ditulis tidak serangkai; 

d. jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari tiga kata, 

Elemen Spesifik digabungkan sehingga paling 
banyak terdiri atas tiga kata dengan memperhatikan 

kesatuan maknanya; 

e. jika Elemen Spesifik mengandung kata yang 
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menunjukkan atau menggambarkan Unsur 
Rupabumi, Elemen Spesifik ditulis serangkai; 

f. jika Elemen Spesifik mengandung satu kata sifat, 

Elemen Spesifik ditulis tidak serangkai; 
g. jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata sifat. 

Elemen Spesifik ditulis serangkai; 

h. jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata benda, 
Elemen Spesifik ditulis serangkai; 

i. jika Elemen Spesifik mengandung unsur arah mata 

angin, tetapi tidak menunjukkan arah atau posisi 
sebenarnya, Elemen Spesifik ditulis serangkai; 

j. jika Elemen Spesifik terbentuk dari kata ulang yang 

terdiri atas empat suku kata atau lebih, Elemen 
Spesifik ditulis dengan tanda hubung; 

k. jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua suku kata 

yang menyerupai kata ulang, Elemen Spesifik ditulis 

tanpa tanda hubung; 
l. jika Elemen Spesifik terbentuk dari nama diri orang, 

Elemen Spesifik ditulis sesuai dengan penulisan 

nama yang menunjukkan identitas yang jelas; 
m. jika Elemen Spesifik mengandung angka dan tidak 

menyatakan urutan, Elemen Spesifik ditulis dengan 

huruf dan serangkai; dan 
n. Elemen Generik atau Elemen Spesifik yang 

terbentuk dari kata serapan ditulis dengan mengacu 

pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai Kaidah Penulisan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 6 
(1) Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b meliputi: 

a. Nama Rupabumi merupakan informasi atribut 
Unsur Rupabumi; 

b. bentuk geometri Unsur Rupabumi berupa titik, 

garis, atau poligon; 
c. jenis Unsur Rupabumi mengacu pada katalog unsur 

geografis Indonesia; 

d. elemen lokasi dari Nama Rupabumi dinyatakan 

dengan koordinat dalam sistem koordinat geografis; 
e. koordinat yang menyatakan elemen lokasi dari 

Nama Rupabumi harus berada pada atau di dalam 

geometri dari Unsur Rupabumi; dan 
f. posisi koordinat Nama Rupabumi ditempatkan pada 

Unsur Rupabumi yang menggambarkan 

karakteristik utama dari Unsur Rupabumi. 
(2) Ketentuan mengenai Kaidah Spasial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Badan ini. 
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BAB III 
PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 7 
Penyelenggara Nama Rupabumi meliputi: 

a. Badan; 

b. kementerian/lembaga; 
c. Pemerintah Daerah provinsi; dan 

d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

sesuai dengan kewenangan. 
 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Badan 

 
Pasal 8 

(1) Badan menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 
(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di 
seluruh wilayah Indonesia terhadap Unsur 

Rupabumi yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; 
b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Pusat; 

c. melaksanakan pengumuman Nama Rupabumi; 

d. menetapkan Nama Rupabumi baku; 
e. mengoordinasikan penyusunan Gazeter Republik 

Indonesia; 

f. menerbitkan Gazeter Republik Indonesia; 
g. melaporkan Gazeter Republik Indonesia kepada 

Presiden; 

h. menotifikasi Gazeter Republik Indonesia kepada 
United Nations Groups of Experts on Geographical 
Names; 

i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

SINAR; 
j. melaksanakan pembinaan teknis Penyelenggaraan 

Nama Rupabumi kepada kementerian/lembaga dan 

Pemerintah Daerah provinsi; 
k. menerbitkan standar, spesifikasi teknis, pedoman 

teknis dan/atau jenis pengaturan lainnya yang 

terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi; 
l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknis 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi; 

m. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama 
Rupabumi baku; dan 

n. mengoordinasikan keikutsertaan Indonesia dalam 

pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait 

Nama Rupabumi. 
(3) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf n difasilitasi 
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oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri.  

 

Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pejabat 

pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan 
penyelenggaraan Nama Rupabumi di Badan.  

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok 
kerja. 

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh kepala Badan. 
 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Kementerian/Lembaga 

 
Pasal 10 

(1) Kementerian/lembaga menyelenggarakan Nama 

Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
kewenangannya. 

(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di 

seluruh wilayah Indonesia terhadap Unsur 

Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi 
dan/atau memiliki nilai strategis nasional untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

kementerian/lembaga; dan 

b. berperan aktif pada pertemuan dan/atau organisasi 
internasional terkait Nama Rupabumi sesuai dengan 

keanggotaannya pada organisasi internasional yang 

berkaitan dengan Nama Rupabumi. 
(3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan 

Unsur Rupabumi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
dan yang mempunyai pengaruh secara nasional terhadap 

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

(4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis  

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 
(5) Kementerian/lembaga yang berperan aktif pada 

pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait 

Nama Rupabumi sesuai dengan keanggotaannya pada 
organisasi internasional yang berkaitan dengan Nama 

Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

harus berkoordinasi dengan Badan. 
(6) Pelaksanaan peran aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b difasilitasi oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar 
negeri.  
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Pasal 11 
(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di kementerian 

dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang ditugaskan 
oleh menteri. 

(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di lembaga 
dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang ditugaskan 
oleh kepala lembaga. 

 
Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Nama 
Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
kewenangannya. 

(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi 

terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah 
lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai 
strategis di wilayah provinsi. 

b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah provinsi; 

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap 
hasil penelaahan Nama Rupabumi yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota; 

d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama 
Rupabumi baku di wilayah provinsi; dan  

e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan 
Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 

(3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah 
provinsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai pengaruh 
dalam wilayah provinsi terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan di wilayah provinsi. 

(4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
gubernur. 

 
Pasal 13 

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang 
ditugaskan oleh gubernur.  

(2) Dalam menyelenggarakan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), perangkat daerah yang ditugaskan oleh 
gubernur melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah 
Daerah provinsi lainnya, dan/atau Pihak Lain. 

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait nomenklatur dan unit kerja 
sekretariat daerah provinsi. 
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Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Nama 

Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi, perangkat 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat 
dibantu oleh tim pembakuan Nama Rupabumi provinsi. 

(2) Anggota tim pembakuan Nama Rupabumi provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan 

b. pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang 
membidangi urusan yang terkait dengan Nama 

Rupabumi. 

(3) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja tim 
pembakuan Nama Rupabumi provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. 

 

Bagian Kelima 
Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan 

Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi dan 
kewenangannya. 

(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi 

terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah 

kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di 
wilayah kabupaten/kota; 

b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 
c. menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi 

kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk 

mendapatkan rekomendasi; dan 
d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama 

Rupabumi baku di wilayah kabupaten/kota. 

(3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai 

pengaruh dalam wilayah kabupaten/kota terhadap 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah 
kabupaten/kota. 

(4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis  

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
bupati. 

(5) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kota 
ditetapkan oleh wali kota. 

 

Pasal 16 
(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang 
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ditugaskan oleh: 
a. bupati untuk Pemerintah Daerah kabupaten; atau 

b. wali kota Pemerintah Daerah kota.  

(2) Dalam menyelenggarakan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang 

ditugaskan oleh bupati/wali kota melibatkan 
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,      

Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya, dan/atau 

Pihak Lain. 
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait nomenklatur dan unit kerja 
sekretariat daerah kabupaten/kota. 

 

Pasal 17 

(1) Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Nama 
Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

dapat dibantu oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi 
kabupaten/kota. 

(2) Anggota Tim Pembakuan Nama Rupabumi 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan 
b. pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang 

membidangi urusan yang terkait dengan Nama 

Rupabumi. 

(3) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Tim 
Nama Rupabumi kabupaten ditetapkan oleh bupati. 

(4) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Tim 

Nama Rupabumi kota sebagaimana dimaksud ditetapkan 
oleh wali kota. 

 

BAB IV 
TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 18 

Tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi meliputi: 
a. pengumpulan Nama Rupabumi; 

b. penelaahan Nama Rupabumi; 

c. pengumuman Nama Rupabumi;  
d. penetapan Nama Rupabumi baku; dan 

e. penyusunan Gazeter Republik Indonesia. 
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Bagian Kedua 
Pengumpulan Nama Rupabumi 

 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 19 
(1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan informasi Unsur Rupabumi yang terkait 
dengan Nama Rupabumi. 

(2) Informasi  Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama 

Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Nama Rupabumi; 

b. jenis Unsur Rupabumi; 

c. koordinat; 

d. arti nama;  
e. nama lain; 

f. asal bahasa; 

g. sejarah nama; dan 
h. pengucapan. 

(3) Dalam hal Unsur Rupabumi mengalami beberapa kali 

perubahan Nama Rupabumi, informasi Unsur Rupabumi 
ditambahkan dengan Nama Rupabumi sebelumnya 

disertai periode tahun Nama Rupabumi tersebut 

digunakan. 
(4) Selain informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan 

Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Nama Rupabumi dapat disertai dengan informasi 

penunjang. 
(5) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) terdiri atas: 

a. gambar/sketsa posisi Unsur Rupabumi; 
b. foto Unsur Rupabumi; 

c. rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi; 

d. rekaman audio visual Unsur Rupabumi; dan/atau 
e. informasi penunjang lainnya yang terkait dengan 

Nama Rupabumi. 

 
Pasal 20 

Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf c ditentukan dengan: 

a. pembacaan nilai koordinat pada DG atau IG;  
b. pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan 

alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis 

satelit navigasi; atau 
c. cara lainnya dalam penentuan koordinat. 

 

Pasal 21 
Pembacaan nilai koordinat pada DG atau IG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus berada pada atau di 

dalam geometri Unsur Rupabumi. 
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Pasal 22 
(1) Pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan 

alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis 

satelit navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf b dilakukan pada atau di dalam geometri Unsur 

Rupabumi. 

(2) Dalam hal pengukuran koordinat di lapangan dengan 
menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi 

global berbasis satelit navigasi tidak dapat dilakukan 

pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi, 
pengukuran koordinat di lapangan menggunakan alat 

penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit 

navigasi dilakukan pada posisi terdekat dari Unsur 
Rupabumi yang dapat dijangkau sebagai koordinat 

pendekatan. 

(3) Dalam hal pengukuran koordinat di lapangan dengan 

menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi 
global berbasis satelit navigasi tidak dapat dilakukan 

pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi, 

pengukuran koordinat di lapangan dilaksanakan dengan: 
a. mengukur  koordinat pendekatan pada posisi 

terdekat dari Unsur Rupabumi yang dapat 

dijangkau; 
b. menggeser titik koordinat pendekatan agar berada 

pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi; dan  

c. menentukan nilai koordinat melalui pembacaan nilai 
koordinat hasil penggeseran sebagaimana dimaksud 

pada huruf b pada DG atau IG. 

 

Pasal 23 
(1) Sebelum melakukan pengumpulan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Penyelenggara 

Nama Rupabumi melakukan persiapan pengumpulan 
Nama Rupabumi. 

(2) Persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
mengumpulkan data pendukung untuk mengidentifikasi 

Unsur Rupabumi. 

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari Badan, kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain. 

(4) Persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. identifikasi ketersediaan DG dan/atau IG yang 

menyajikan Unsur Rupabumi; 
b. identifikasi ketersediaan data terkait Nama 

Rupabumi; 

c. kompilasi DG dan/atau IG sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan data terkait Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan 

d. pemeriksaan kesesuaian DG dan/atau IG 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan data 

terkait Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada huruf b. 
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(5) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: 
a. foto udara/citra satelit resolusi tinggi; 

b. layanan citra daring (online image services); 
c. model elevasi digital (digital elevation model/DEM); 

dan/atau 

d. DG lainnya. 

(6) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: 
a. Peta Dasar; 

b. peta tematik yang menyajikan Unsur Rupabumi; 

c. layanan peta daring (online map services); dan/atau 

d. IG lainnya. 
(7) Data yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: 

a. dokumen yang berisi informasi yang terkait dengan 
Unsur Rupabumi; 

b. daftar yang mengandung informasi yang terkait 

dengan Unsur Rupabumi; dan/atau 
c. data lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi. 

 

Pasal 24 
Hasil persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 berupa: 

a. daftar Unsur Rupabumi yang telah bernama; dan/atau  

b. daftar Unsur Rupabumi yang belum bernama. 
 

Pasal 25 

(1) Pengumpulan Nama Rupabumi dilakukan berdasarkan 
hasil persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

(2) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. pendataan Nama Rupabumi; atau 

b. pemberian Nama Rupabumi. 

 
Pasal 26 

(1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Penyelenggara Nama 

Rupabumi. 
(2) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui SINAR. 

 
Pasal 27 

(1) Dalam hal pengumpulan Nama Rupabumi tidak dapat 

dilakukan melalui SINAR, pengumpulan Nama Rupabumi 
dilaksanakan sesuai dengan standar pengumpulan data 

Nama Rupabumi. 

(2) Standar pengumpulan data Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  

 
 

 

 
 

 

www.peraturan.go.id



2023, No.801 
-13- 

Paragraf 2 
Pendataan Nama Rupabumi 

 

Pasal 28 
(1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses 

pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama. 
(2) Pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan hasil persiapan berupa daftar Unsur 
Rupabumi yang telah bernama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 huruf a. 

(3) Pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

melengkapi informasi Unsur Rupabumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19.  

 
Pasal 29 

(1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Penyelenggara Nama 
Rupabumi. 

(2) Pihak Lain dapat melakukan pendataan Nama Rupabumi 

untuk disampaikan kepada Penyelenggara Nama 
Rupabumi. 

(3) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 
Nama Rupabumi dapat berkoordinasi dengan Badan. 

 

Pasal 30 

(1) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Penyelenggara 

Nama Rupabumi melibatkan partisipasi masyarakat. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, 

dan/atau pertimbangan dalam pendataan Nama 

Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, 
sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku 

di masyarakat. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan melalui: 

a. konsultasi publik;  

b. musyawarah; 

c. sosialisasi;  
d. seminar; 

e. lokakarya; 

f. diskusi; dan/atau 
g. bentuk partisipasi masyarakat lainnya. 

 

Pasal 31 
Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dilaksanakan dengan cara: 

a. survei lapangan; 
b. kompilasi data sekunder; 

c. pemetaan partisipatif; dan/atau 

d. urun daya. 
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Pasal 32 
(1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan informasi 
yang terkait dengan Nama Rupabumi yang dilakukan 
secara langsung di lapangan. 

(2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan: 
a. dalam hal data pendukung tidak memadai untuk 

melengkapi Informasi Unsur Rupabumi; atau  
b. untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara  

informasi Unsur Rupabumi dengan data 
pendukung.  

(3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan: 
a. observasi terhadap Unsur Rupabumi; 
b. wawancara; dan/atau 
c. cara lainnya untuk mengumpulkan Nama Rupabumi 

yang disetujui oleh Badan. 
 

Pasal 33 
Kompilasi data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan informasi 
yang terkait dengan Nama Rupabumi yang bersumber dari 
atlas, buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah, internet, 
atau bentuk lainnya. 
 

Pasal 34 
(1) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 huruf c merupakan kegiatan pemetaan, 
termasuk pengumpulan Nama Rupabumi dengan 
melibatkan kelompok masyarakat/organisasi dan 
komunitas. 

(2) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui tahapan: 
a. sosialisasi ide pemetaan; 
b. diskusi/musyawarah untuk perencanaan kegiatan; 
c. pelaksanaan kegiatan pemetaan; 
d. penuangan hasil kegiatan pemetaan; dan  
e. finalisasi hasil pemetaan partisipatif. 

(3) Hasil tahapan pemetaan partisipatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa peta, dokumen 
kesepakatan, atau dokumen lainnya yang terkait dengan 
Nama Rupabumi. 

 
Pasal 35 

Urun daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d 
merupakan pelibatan masyarakat untuk memperoleh masukan 
atau informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi. 

 
Paragraf 3 

Pemberian Nama Rupabumi 
 

Pasal 36 
(1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap 
Unsur Rupabumi yang belum bernama. 
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(2) Pemberian Nama Rupabumi pada Unsur Rupabumi yang 
belum bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan hasil persiapan berupa daftar 

Unsur Rupabumi yang belum bernama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b. 

(3) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi informasi 
Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19.  

 
Pasal 37 

(1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 diusulkan oleh Penyelenggara Nama 
Rupabumi. 

(2) Pihak Lain dapat melakukan pengusulan Nama 

Rupabumi melalui Penyelenggara Nama Rupabumi. 

 
Pasal 38 

(1) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi, 

Penyelenggara Nama Rupabumi melibatkan partisipasi 
masyarakat. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, 
dan/atau pertimbangan dalam pemberian Nama 

Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, 

sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku 
di masyarakat. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan melalui: 

a. konsultasi publik;  
b. musyawarah; 

c. sosialisasi;  

d. seminar; 
e. lokakarya; 

f. diskusi; dan/atau 

g. bentuk partisipasi masyarakat lainnya. 
 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai pendataan Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 

35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian 

Nama Rupabumi. 

 
Paragraf 4 

Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi 

 
Pasal 40 

Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 menyampaikan hasil pengumpulan Nama 
Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada 

Badan melalui SINAR. 
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Bagian Ketiga 
Penelaahan Nama Rupabumi   

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 41 
(1) Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses 

verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan oleh 
Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 untuk memenuhi prinsip Nama 
Rupabumi. 

(2) Prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. menggunakan bahasa Indonesia; 
b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa 

asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai 
sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau 
keagamaan; 

c. menggunakan abjad Romawi; 
d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur 

Rupabumi; 
e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan 

golongan; 
f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata; 
g. menghindari penggunaan nama orang yang masih 

hidup dan dapat menggunakan nama orang yang 
sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun 
terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia; 

h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga; 
i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan 

dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan 
j. memenuhi Kaidah Penulisan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kaidah 
Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(3) Prinsip menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berlaku 
untuk Elemen Spesifik. 

 
Pasal 42 

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan 
dengan cara: 
a. memeriksa kesesuaian Nama Rupabumi dengan prinsip 

Nama Rupabumi dan kaidah Nama Rupabumi; dan 
b. memeriksa kesesuaian informasi Unsur Rupabumi yang 

terkait dengan Nama Rupabumi dengan data pendukung 
dan hasil pengumpulan Nama Rupabumi. 

 
Pasal 43 

(1) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 terdiri atas: 
a. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; 
b. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

provinsi; dan 
c. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat. 
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(2) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui SINAR. 

 

Paragraf 2 
Penelaahan Nama Rupabumi   

di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 
Pasal 44 

(1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: 

a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah 

kabupaten/kota;  
b. Nama Rupabumi yang memiliki nilai strategis di 

wilayah kabupaten/kota; dan/atau 

c. hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan 

oleh Pengumpul Nama Rupabumi. 
(2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16. 

(3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat 
berkoordinasi dengan Badan.  

 

Pasal 45 
(1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi; atau 
b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi. 

(2) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dituangkan 

dalam berita acara penelaahan Nama Rupabumi. 

(3) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 46 

(1) Terhadap hasil Penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berupa Nama 
Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, 

perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi 

prinsip Nama Rupabumi kepada Pengumpul Nama 

Rupabumi untuk dilakukan perbaikan. 
(2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan 

Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). 
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Pasal 47 
(1) Pengumpul Nama Rupabumi melaksanakan perbaikan 

Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.  
(2) Pengumpul Nama Rupabumi menyampaikan Nama 

Rupabumi yang telah diperbaiki kepada perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama 
Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

 
Pasal 48 

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penelaahan ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3). 

 
Pasal 49 

(1) Terhadap hasil Penelaahan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berupa Nama 
Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
menyampaikan Nama Rupabumi yang memenuhi prinsip 
Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah provinsi 
untuk mendapatkan rekomendasi. 

(2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan 
Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). 

(3) Format surat penyampaian Nama Rupabumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini. 

 
Paragraf 3 

Penelaahan Nama Rupabumi   
di Pemerintah Daerah Provinsi 

 
Pasal 50 

(1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap: 
a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas 

kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di 
wilayah provinsi hasil pengumpulan Nama 
Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama 
Rupabumi; atau 

b. permohonan rekomendasi atas hasil penelaahan 
Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49. 

(2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
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(3) Terhadap permohonan rekomendasi atas hasil 
penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah 
Daerah provinsi dilaksanakan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak tanggal permohonan rekomendasi 

diterima. 
 

Pasal 51 

(1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi terdiri atas: 

a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi; atau 
b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi tidak 

menerbitkan rekomendasi sampai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), 

Pemerintah Daerah provinsi dianggap telah menelaah 

dan memberikan rekomendasi Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan hasil Nama 

Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
(3) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

provinsi sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam 

berita acara penelaahan Nama Rupabumi.  
(4) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 52 

(1) Terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah provinsi yang berupa Nama 

Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi 

prinsip Nama Rupabumi kepada: 
a. Pengumpul Nama Rupabumi untuk Nama 

Rupabumi yang terletak di wilayah lintas 

kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di 

wilayah provinsi; dan 
b. perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 untuk permohonan rekomendasi atas hasil 

penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 

(2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan 
Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3). 

 
Pasal 53 

(1) Pengumpul Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan perangkat daerah 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b 
melaksanakan perbaikan Nama Rupabumi yang tidak 
memenuhi prinsip Nama Rupabumi. 

(2) Pengumpul Nama Rupabumi dan perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 
Nama Rupabumi yang telah diperbaiki kepada perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama 
Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

 
Pasal 54 

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di 
Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap pelaksanaan penelaahan ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3). 

 
Pasal 55 

(1) Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan: 
a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas 

kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di 
wilayah provinsi hasil pengumpulan Nama 
Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama 
Rupabumi; dan 

b. rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi 
di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49, 

yang telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada 
Badan. 

(2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara 
penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3). 

(3) Penyampaian rekomendasi atas hasil penelaahan Nama 
Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai 
dengan surat pemberian rekomendasi oleh Pemerintah 
Daerah provinsi. 

(4) Format surat pemberian rekomendasi oleh Pemerintah 
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Paragraf 4 

Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat 
 

Pasal 56 
(1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c 
dilakukan terhadap: 
a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas 

provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional 
hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan 
oleh Pengumpul Nama Rupabumi; 
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b. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama Rupabumi 
di Pemerintah Daerah provinsi; dan 

c. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama Rupabumi 

di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah 
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah 

provinsi. 

(2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Badan. 

(3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Badan melibatkan kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.  
 

Pasal 57 

(1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat 

terdiri atas: 
a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi; atau 

b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama 
Rupabumi. 

(2) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah pusat 

sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita 
acara penelaahan Nama Rupabumi.  

(3) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 58 
(1) Terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Pusat yang berupa Nama Rupabumi tidak 

memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, Badan 

menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi 

prinsip Nama Rupabumi kepada: 
a. Pengumpul Nama Rupabumi untuk Nama 

Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi 

dan/atau memiliki nilai strategis nasional; atau 
b. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 untuk: 

1. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama 

Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi; dan  
2. Nama Rupabumi hasil penelaahan di 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah 

mendapatkan  rekomendasi dari Pemerintah 
Daerah provinsi. 

(2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan 
Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2). 

 
Pasal 59 

(1) Pengumpul Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan perangkat daerah 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b 
melaksanakan perbaikan Nama Rupabumi yang tidak 

memenuhi prinsip Nama Rupabumi. 

(2) Pengumpul Nama Rupabumi dan perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 

Nama Rupabumi yang telah diperbaiki kepada Badan. 

(3) Badan melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama 
Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 
Pasal 60 

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
sampai dengan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap pelaksanaan penelaahan ulang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3). 

 
Bagian Keempat 

Pengumuman Nama Rupabumi 

 
Pasal 61 

(1) Pengumuman Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan terhadap Nama 
Rupabumi yang telah memenuhi prinsip Nama 

Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 

(1) huruf b. 
(2) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Badan 

melalui SINAR. 

(3) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan untuk 

jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pengumuman. 

(4) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga, 
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain dapat memberikan 

tanggapan. 
(5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

berupa: 

a. penyampaian informasi adanya ketidaksesuaian 
antara Nama Rupabumi dengan Prinsip Nama 

Rupabumi; 

b. penyampaian informasi adanya kesalahan dalam 

salah satu atau lebih informasi Unsur Rupabumi 
yang terkait dengan Nama Rupabumi; 

c. ketidaksetujuan terhadap Nama Rupabumi yang 

diberikan pada Unsur Rupabumi; dan/atau 
d. bentuk tanggapan lainnya. 

(6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5): 

a. harus disertai dengan bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 

b. dapat dilengkapi dengan usulan perbaikan. 

(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disampaikan kepada Badan melalui SINAR. 
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Pasal 62 
(1) Badan melakukan penelaahan ulang terhadap Nama 

Rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5). 
(2) Penelaahan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. 
(3) Dalam melakukan penelaahan ulang, Badan melibatkan 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak 
Lain. 

(4) Hasil penelaahan ulang oleh Badan berupa: 

a. menolak tanggapan; atau 
b. menerima tanggapan. 

(5) Hasil penelaahan ulang sebagaimana pada ayat (4) 

dituangkan dalam berita acara penelaahan ulang.  

(6) Format berita acara penelaahan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 
 

Pasal 63 

Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, Badan menyampaikan 

penolakan tanggapan kepada kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain yang tanggapannya 

ditolak disertai alasan menolak tanggapan. 

 

Pasal 64 
(1) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, Badan 

memperbaiki Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan. 
(2) Dalam memperbaiki Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Badan dapat melibatkan 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak 

Lain. 

 
Bagian Kelima 

Penetapan Nama Rupabumi Baku 

 

Pasal 65 
(1) Badan melaksanakan penetapan Nama Rupabumi baku. 

(2) Penetapan Nama Rupabumi sebagai Nama Rupabumi 

baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
terhadap: 

a. Nama Rupabumi yang tidak mendapat tanggapan 

selama jangka waktu pengumuman; 
b. Nama Rupabumi yang mendapat tanggapan namun 

ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(4) huruf a; dan 
c. Nama Rupabumi yang telah diperbaiki sesuai 

dengan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64.  
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(3) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh kepala Badan. 

 

Bagian Keenam 
Penyusunan Gazeter Republik Indonesia 

 

Pasal 66 
(1) Nama Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 harus ditempatkan dalam Gazeter Republik 

Indonesia. 
(2) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan. 

(3) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melibatkan 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak 

Lain. 
 

Pasal 67 

Gazeter Republik Indonesia merupakan daftar yang berisi: 
a. Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65; dan 

b. nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu 
kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 68 

(1) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 paling sedikit memuat informasi: 
a. Nama Rupabumi; 

b. nama lain; 

c. jenis Unsur Rupabumi; 
d. koordinat; dan 

e. keterangan wilayah. 

(2) Dalam hal Nama Rupabumi tidak memiliki nama lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, informasi 

nama lain dapat dikosongkan. 

(3) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dinyatakan dengan koordinat geografis. 

(4) Keterangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e menjelaskan letak keberadaan Unsur Rupabumi 

secara geografis. 
(5) Keterangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berupa: 

a. wilayah administrasi pemerintahan;  
b. posisi relatif Unsur Rupabumi terhadap Unsur 

Rupabumi lain di sekitarnya; atau 

c. keterangan wilayah lainnya. 
 

Pasal 69 

(1) Muatan informasi dalam Gazeter Republik Indonesia 
terdiri atas kelompok: 

a. Nama Rupabumi baku wilayah darat;  

b. Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai; dan 
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c. Nama Rupabumi wilayah administrasi 
pemerintahan. 

(2) Nama Rupabumi baku wilayah darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan 
berdasarkan: 

a. wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau 

b. jenis Unsur Rupabumi. 
(3) Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikelompokkan berdasarkan jenis Unsur Rupabumi. 
(4) Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan 

dalam Gazeter Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan 
berdasarkan: 

a. wilayah provinsi; 

b. wilayah kabupaten/kota; 

c. wilayah kecamatan; dan  
d. wilayah desa/kelurahan. 

 

Pasal 70 
Jenis Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dikelompokkan berdasarkan: 

a. unsur alami; dan 
b. unsur buatan. 

 

Pasal 71 
Nama Rupabumi dalam Gazeter Republik Indonesia diurutkan 

secara alfabetis. 

 

Pasal 72 
(1) Gazeter Republik Indonesia dapat disajikan dalam 

bentuk digital dan/atau cetak. 

(2) Gazeter Republik Indonesia dalam bentuk digital 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui 

SINAR. 

 
Pasal 73 

(1) Gazeter Republik Indonesia dilaporkan oleh kepala 

Badan kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh Badan setiap 1 (satu) tahun 

sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
(3) Penerbitan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada 

bulan Desember tahun berjalan. 
(4) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinotifikasi oleh Badan kepada United Nations 
Groups of Experts on Geographical Names.  

 

Bagian Ketujuh 

Perubahan Nama Rupabumi Baku 

 
Pasal 74 

(1) Perubahan Nama Rupabumi Baku terdiri atas: 
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a. penggantian Nama Rupabumi Baku; dan 
b. penghapusan Nama Rupabumi Baku.  

(2) Perubahan Nama Rupabumi Baku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan:  

a. faktor alam; 

b. status dan fungsi Unsur Rupabumi; 
c. faktor budaya dan adat istiadat;  

d. kepentingan daerah; 

e. kepentingan nasional; dan/atau 
f. penghargaan kepada seseorang yang telah 

meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara. 

 
Pasal 75 

Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena: 

a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;  
b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi; 

c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau 

d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi. 
 

Pasal 76 

(1) Penghapusan Nama Rupabumi Baku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dilaksanakan 

karena hilangnya Unsur Rupabumi. 

(2) Hilangnya Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disebabkan oleh: 

a. faktor alam yang menyebabkan suatu Unsur 

Rupabumi musnah/hilang;  

b. dampak dari aktivitas pembangunan di suatu 
wilayah; dan/atau  

c. faktor lain yang menyebabkan hilangnya Unsur 

Rupabumi. 
 

Pasal 77 

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Pihak Lain 

dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. 
(2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan 

melalui SINAR. 

(3) Dalam melakukan pengusulan perubahan Nama 
Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Pihak Lain 
harus menyertakan data dukung. 

(4) Badan melakukan penelaahan terhadap usulan 

perubahan Nama Rupabumi Baku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Nama 
Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2). 

(6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah 
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provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau 
Pihak Lain. 

(7) Hasil penelaahan Nama Rupabumi terhadap usulan 

perubahan Nama Rupabumi Baku sebagaimana pada 
ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelaahan 

terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi Baku.  

(8) Format berita acara penelaahan terhadap usulan 
perubahan Nama Rupabumi Baku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Badan ini. 

Pasal 78  

Ketentuan mengenai pengumuman, penetapan, dan 
penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 73 berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama 

Rupabumi baku. 
 

Bagian Kedelapan 

Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi 
 

Pasal 79 

(1) Pengumpulan Nama Rupabumi dan Penelaahan Nama 
Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf 

a dan huruf b dilaksanakan sepanjang tahun. 

(2) Untuk keperluan penyusunan Gazeter Republik 
Indonesia, tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi 

dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut: 

a. penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada 
Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 
Juni; 

b. penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi di 

Pemerintah Daerah provinsi dan hasil penelaahan 
Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang telah mendapat rekomendasi 

dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Badan 

dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Juli; 

c. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 

Agustus; 

d. penyampaian tanggapan atas pengumuman Nama 
Rupabumi kepada Badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (8) dilaksanakan paling lambat 

pada tanggal 31 Oktober; 
e. penelaahan atas tanggapan terhadap pengumuman 

Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 
30 November; dan  

f. penerbitan Gazeter Republik Indonesia dilaksanakan 

paling lambat pada tanggal 31 Desember. 
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(3) Dalam hal penyampaian hasil penelaahan Nama 
Rupabumi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, hasil 

penelaahan Nama Rupabumi diikutsertakan dalam 
penyusunan Gazeter Republik Indonesia pada tahun 

berikutnya. 

 
BAB V 

SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI 

 
Pasal 80 

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui 

SINAR. 
(2) Badan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

SINAR. 

(3) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SINAR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi 

urusan Nama Rupabumi di Badan. 

 
Pasal 81 

(1) Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 diberikan hak akses untuk menggunakan 
SINAR sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya 

dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi. 

(2) Pihak Lain dapat diberikan akses untuk menggunakan 
SINAR sesuai dengan keterlibatannya dalam 

penyelenggaraan Nama Rupabumi. 

 

Pasal 82 
(1) Informasi Nama Rupabumi bersifat terbuka untuk 

diakses oleh setiap pengguna melalui SINAR.  

(2) Sifat terbuka untuk diakses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku untuk informasi Nama Rupabumi 

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait keterbukaan informasi 
publik.  

 

BAB VI 
PENGGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU  

 

Pasal 83 

(1) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Badan, 
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menggunakan 

Nama Rupabumi baku. 
(2) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Nama Rupabumi baku; dan 
b. perubahan Nama Rupabumi baku, 

yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia. 

(3) Penggunaan Nama Rupabumi baku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penggunaan pada Peta Dasar dan/atau peta 

tematik; 
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b. penggunaan pada dokumen resmi; dan 
c. penggunaan sebagai penanda Unsur Rupabumi 

seperti nama jalan, nama gedung, nama sarana dan 

prasarana olahraga, nama kompleks perumahan, 
dan penanda Unsur Rupabumi lainnya. 

(4) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b terdiri atas: 
a. peraturan perundang-undangan; 

b. surat resmi; 

c. perjanjian; 
d. perizinan; 

e. kartu identitas; dan/atau  

f. dokumen resmi lainnya. 
 

Pasal 84 

Dalam hal Nama Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 83 ayat (1) belum tersedia, penggunaan Nama 
Rupabumi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian 

terhadap prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (2). 
  

Pasal 85 

(1) Badan melakukan pengawasan terhadap penggunaan 
Nama Rupabumi baku oleh Kementerian/Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah Provinsi. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan 
terhadap penggunaan Nama Rupabumi baku oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi 
baku di wilayah kabupaten/kota. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan cara: 
a. melakukan pemantauan atas penggunaan Nama 

Rupabumi baku dan/atau Nama Rupabumi yang 

memenuhi prinsip Nama Rupabumi dalam hal Nama 
Rupabumi baku belum tersedia; dan/atau 

b. memberikan teguran terhadap penggunaan Nama 

Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama 
Rupabumi sesuai dengan kewenangannya. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN TEKNIS 
 

Pasal 86 

(1) Pembinaan teknis penyelenggaraan Nama Rupabumi 
dilakukan oleh: 

a. Badan untuk pembinaan teknis Penyelenggaraan 

Nama Rupabumi kepada kementerian/lembaga dan 
Pemerintah Daerah provinsi;  

b. Pemerintah Daerah provinsi untuk pembinaan 

teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 

c. Penyelenggara Nama Rupabumi untuk pembinaan 

teknis Penyelenggaraan nama rupabumi kepada 
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Pihak Lain, kelompok masyarakat/organisasi dan 
komunitas. 

(2) Pembinaan teknis kepada Penyelenggara Nama 

Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 

a. pemberian fasilitas, konsultasi, dan/atau asistensi;  

b. bimbingan teknis; dan/atau 
c. pendidikan dan pelatihan. 

(3) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan dan Pemerintah Daerah 
provinsi berkoordinasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 

dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. 
(4) Pelibatan kementerian/lembaga terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. pendampingan dan/atau supervisi; 

b. pemberian dukungan sumber daya manusia, 
peralatan, materi pembinaan, dan/atau pemberian 

dukungan teknis lainnya; dan/atau 

c. bentuk pelibatan lainnya. 
 

BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TEKNIS 
 

Pasal 87 

(1) Badan melakukan pemantauan dan evaluasi teknis 
Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dilaksanakan 

oleh Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Pemantauan dan evaluasi teknis Penyelenggaraan Nama 
Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan  melalui: 

a. SINAR; dan 
b. rapat koordinasi. 

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

 

Pasal 88 
(1) Hasil pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87 dituangkan dalam bentuk 

laporan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada: 

a. pimpinan kementerian/lembaga; dan/atau 

b. kepala daerah melalui menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai penilaian, masukan dan rekomendasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi. 
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BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 89 
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, selain Nama 

Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan, Nama 

Rupabumi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya  

Peraturan Badan ini dilakukan penelaahan Nama Rupabumi 

di Pemerintah Pusat. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 90 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 4 Oktober 2023 

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MUH ARIS MARFAI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Oktober 2023 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ASEP N. MULYANA 
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